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RINGKASAN

KEDUDUKAN PPAT TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI
KEPEMILIKAN SERTIFIKAT

Oleh:
Herie Ketabahanko?, Yulia Qamariyanti?, Erlina®

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah itu
sendiri dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemberian
jaminan kepastian hukum oleh Pemerintah terhadap hak atas tanah dilakukan
dengan jalan menerbitkan surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak atas
tanah. Tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Namun yang menjadi
isu hukum dalam penelitian ini bagaimana kedudukan PPAT dalam konteks
kepastian hukum bagi kepemilikan sertifikat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah legalitas
kedudukan PPAT dalam proses pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik,
dimaksudkan sertifikat hak milik tersebut sebagai bentuk dari kepastian hukum dan
bentuk legalitas yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya dan
bagaimanakah kepastian hukum pemilik tanah terhadap produk PPAT bagi pemilik
sertifikat tanah, sampai sekarang masih terjadi isu hukum di lapangan seperti
banyaknya masyarakat yang tidak memiliki rasa kepercayaan kepada para lembaga
instansi pemerintahan yang apabila kepastian hukum tersebut tidak tercapai
sebagaimana menstinya. Sehingga berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah tersebut
digunakan untuk memandu penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan
pembahasan tidak melebar

Dengan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran dimaksudkan agar
pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya. Oleh karena itu
sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang dimaksud pada
Pasal 19 UUPA. Bahwa masih belum ada kepastian hukum yang dapat diberikan
oleh negara kepada para pemilik sertifikat tanah, karena apabila mereka mengalami
kerugian dan aset mereka tersebut akan dieksekusi oleh pihak pengadilan
berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, justru dari pihak
masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap mereka.
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KEDUDUKAN PPAT TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI
KEPEMILIKAN SERTIFIKAT

ABSTRAK

Oleh:
Herie Ketabahanko?, Yulia Qamariyanti?, Erlina®

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kata Kunci: PPAT, Kepastian Hukum, Kepemilikan Sertifikat.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah
legalitas kedudukan PPAT dalam proses pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik
dan bagaimanakah kepastian hukum pemilik tanah terhadap produk PPAT bagi
pemilik sertifikat tanah. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu
penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau
cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka yang ada, penelitian ini menggunakan metode Studi
Kepustakaan, yakni melakukan penulisan dengan jenis penelitian yang digunakan
oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif tipe penelitian penulis yaitu
penelitian doktrinal yaitu secara sistematisasi mengkoreksi dan memperjelas suatu
aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan
analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer
dan sekunder, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan penelitian yang
bersifat preskriptif, yaitu mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang
seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu
preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan. Hasil dari pembahasan ini
adalah pertama, dengan diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran
dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya.
Oleh karena itu sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 19 UUPA. Kedua, bahwa masih belum ada kepastian hukum
yang dapat diberikan oleh negara kepada para pemilik sertifikat tanah, karena
apabila mereka mengalami kerugian dan aset mereka tersebut akan dieksekusi oleh
pihak pengadilan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, justru
dari pihak masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap mereka. Sehingga
peran serta pemerintah di dalam pengaturan tentang tanah yang meliputi peraturan
mengenai jual-beli atas tanah serta pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) harus diiringi dengan birokrasi yang baik pula agar prosesnya
berjalan dengan baik.
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POSITION OF LAND DEED MAKING OFFICIAL (PPAT) UPON LEGAL
CERTAINTY TO CERTIFICATE OWNERSHIP
By

Herie Ketabahanko ', Yulia Qamariyanti >, Erlina *
Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University, 100 pages

ABSTRACT

Keywords: Land Deed Making Official (PPAT), Legal Certainty, Certificate
Ownership

The goals of this research are to analyze how the legality of position of Land
Deed Making Official (PPAT) in the process of land registration towards
Certificate of Ownership, and how the legal certainty of land ownership to the the
product of of Land Deed Making Official (PPAT) for the owner of land
certificate. Method of this reseaerch is normative legal research, using library
study. The legal resources used are primary and secondary ones, and the
approaches used are statute approach and conceptual approach. The characteristic
of the reseaerch is prescriptive. The results of this research are firstly, by the
issuance of certificate in the activity of registration is aimed that the right holder
can easily prove his right. Therefore, certificate is a strong instrument of evidence
as stipulated in Article 19 of Basic Agrarian Law. Secondly, there is still no the
legal certaintywhich can be given by the State to the owner of land certificate
because if they get loss, and their asset is executed by the Court based on the court
judgement which has got permanent legal force, the party of the society have no
trust to them. Thus, the participation of the government in the land regulation
which shall include regulation on sale and purchase of land and land registration
at the Office of National Land Agency (BPN) must followed by good
bureaucracy so that the process can run smoothly.
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